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PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Kendari, yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

putusan dalam perkara antara:

Penggugat,  umur 24 tahun, agama  Islam, pendidikan  terakhir  SMA,  Dagang,

Bertempat  kediaman  di  Jalan  Wijaya  Kusuma  No  28  RT.

007/RW. 003, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat,

Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat,  umur 25  tahun,  agama  Islam,  pendidikan terakhir  SMA,  pekerjaan

Wiraswasta,  Bertempat  kediaman  di  Jalan  Kampung  Baru,

Asrama  Ibu  Umi  Kamar  No  15,  Kelurahan  Andonohu,

Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  memeriksa  bukti-buktinya  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa Penggugat  dengan surat  gugatannya tertanggal  03

Januari  2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada

tanggal 03 Januari 2022  dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Kdi,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa  Penggugat  adalah  isteri  sah  Tergugat,  yang  pernikahannya

dilaksanakan  pada hari  Rabu,  tanggal  16  November  2016,  berdasarkan

kutipan akta nikah nomor: 0298/040/XI/2016, tertanggal 16 November 2016,
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yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Kendari

Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

orang tua Penggugat beralamat di Jalan Wijaya Kusuma No 28 RT. 007/RW.

003, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selama

4 (Empat)  tahun,  kemudian  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

kediaman otang  tua  Tergugat  di  jalan  ade  Irma Nasution  lorong  bengkel

kenang,  Kelurahan  Ambekairi,  Kabupaten  Konawe,  Provinsi  Sulawesi

Tenggara,  selama  1  (satu)  bulan,  kemudian  pindah  di rumah  orang  tua

Penggugat  beralamat di  Jalan  Wijaya  Kusuma  No  28  RT.  007/RW.  003,

Kelurahan  Lahundape,  Kecamatan  Kendari  Barat,  Kota  Kendari,  Provinsi

Sulawesi Tenggara;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup

bersama  sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul) dan memiliki 1

orang  anak  bernama  Xaviera  Tanisha  Almeera,  lahir  di  Kendari  15

September 2018;

4. Bahwa sejak pertengahan bulan Januari 2019, rumah tangga Penggugat dan

Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai

berikut:

4.1 Tergugat tidak lagi menafkahi penggugat dan anak;

4.2 Tergugat sering melakukan KDRT;

4.3 Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat;

4.4 Tergugat tidak menghargai orang tua penggugat;

      4.5 Tergugat sering mengucapkan Talak Cerai kepada Penggugat; 

4.6 Antara tergugat dan Penggugat sering terjadi cekcok, sehingga tergugat

telah meninggalkan kediaman orang tua pemhon, yaitu pada tanggal 02

Januari tahun 2020;

5. Bahwa akhir bulan Januari tahun 2020 adalah puncak permasalahan dalam

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  karena  Tergugat  sering  berkata

kasar dan memaki  Penggugat,  Tergugat  sering  mengucapkan Talak Cerai

kepada Penggugat, dan hal ini yang membuat rumah tangga Penggugat dan

Hal.2 dari 13 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat  sudah  tidak  lagi  harmonis.  Hingga  akhirnya  berpisah  dan  yang

meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,  sehingga rumah

tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  tidak  tercapai.  Penggugat

merasa  menderita  lahir  bathin  dan  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

meneruskan rumah tangga dengan Tergugat  serta  tidak ada jalan terbaik

kecuali perceraian;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak satuba'in sughra Tergugat (Al Adiyat bin Hasanuddin D)

terhadap Penggugat (Novry Noya Ismail binti Ismail);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari  c.q Majelis Hakim berpendapat  lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak  ternyata

ketidakhadirannya  tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan  yang sah,  maka

perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena

Tergugat  tidak pernah hadir di persidangan; 
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Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan

dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak

berhasil.  Sedangkan  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap

pada gugatannya;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

menyerahkan  alat  bukti  surat  berupa  fotokopi  kutipan  akta  nikah  nomor:

0298/040/XI/2016,  tertanggal  16  November  2016  dari  Kantor  Urusan  Agama

(KUA) Kecamatan Kendari Barat,  Kota Kendari,  bukti surat tersebut telah diberi

materai  cukup,  dinatzegellen,  telah  dicocokkan  dengan  yang  aslinya  dan

ternyata sesuai ( Bukti P.);

 Bahwa  disamping  alat  bukti  tertulis  tersebut  Penggugat  telah

menghadirkan  pula  satu  orang  saksi,   yang  di  depan  persidangan  mengaku

bernama:  

saksi, umur 65 tahun, agama Islam,  Pekerjaan   Pensiunan PNS,   pendidikan

SMA, bertempat tinggal   di  Jalan Wijaya Kusuma No 28  RT. 007/RW. 003,

Kelurahan  Lahundape,  Kecamatan  Kendari  Barat,  Kota  Kendari,  Provinsi

Sulawesi  Tenggara, memberikan keterangan di  bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa   saksi   kenal   Penggugat  karena  saksi  adalah  Ibu  kandung

Penggugat, dan juga kenal Tergugat sebagai menantu saksi, Penggugat

bernama Novry Noya sedang Tergugat  bernama Al Adiyat;

- Bahwa  hubungan  Penggugat dan Tergugat  adalah  suami istri,  menikah

pada tanggal 16 November 2016, setelah menikah  tinggal di rumah saksi

di Kelurahan  Lahundape,  Kecamatan  Kendari  Barat,  Kota  Kendari,

selama 4 (Empat) tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman orang tua

Tergugat di Kabupaten Konawe, selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah

kembali di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, Penggugat

dan Tergugat telah dikaruniai  dikarunai  1 (satu) orang anak, akan tetapi
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sejak bulan Januari  2019  sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan

Tergugat  sering  melakukan  KDRT,  sering  berkata  kasar  dan  memaki

Penggugat, tidak menghargai saksi, bahkan saksi pernah cedera karena

melerai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sering  mengucapkan

Talak  Cerai  kepada  Penggugat  dan  terakhir Tergugat  telah pergi

meninggalkan Penggugat;

- Bahwa  puncak  permasalahan  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat terjadi  pada 02 Januari  tahun  2020  karena  antara Penggugat

dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan serta pertengkaran yang

disebabkan Penggugat dan Tergugat mengambil uang di Bank BRI atas

nama Penggugat dan setelah cair Tergugat mengambil semuanya  yang

membuat  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  lagi  harmonis

akhirnya  berpisah  dan  yang  meninggalkan  kediaman  bersama  adalah

Tergugat;

- Bahwa saksi  telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan

tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat

bukti lain, selain yang telah diajukan dalam persidangan, kemudian Ketua Majelis

memerintahkan  agar  Penggugat  untuk  mengucapkan  sumpah  tambahan

(sumpah suplitoir) di depan sidang, dan Penggugat telah mengucapkan sumpah

tambahan tersebut;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan

menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala

hal  sebagaimana tercantum dalam berita  acara persidangan perkara ini  yang

merupakan bahagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN  HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis

Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama

Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang,  bahwa  perkara  yang  diajukan  Penggugat  pada  pokoknya

adalah  gugatan  perceraian,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  49  huruf  a  berikut

penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan

Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  bertempat  tinggal  di  wilayah  yurisdiksi

Pengadilan  Agama Kendari,  oleh  karenanya  gugatan  tersebut  dapat  diterima

karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat

(1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah

No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam

perkara  a quo merupakan suami istri sah yang telah terikat dalam perkawinan

yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Barat,  Kota

Kendari oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat

selaku suami  istri,  dengan demikian  Penggugat  memiliki  hak  (legal  standing)

untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa perdata yang

menurut  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2016  wajib

terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh

karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam persidangan  maka  Majelis  Hakim

beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal

ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil  pokok gugatan Penggugat yang

harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita

gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sudah  tidak  rukun  dan  tidak  harmonis,  sering  terjadi  perselisihan  dan

Hal.6 dari 13 halaman Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran  diantara  mereka,  sehingga  tidak  ada  harapan  lagi  untuk  hidup

rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,  dan  tidak

menyuruh  orang  lain  untuk  hadir  di  persidangan  sebagai  kuasanya,  padahal

Tergugat  sudah  dipanggil  secara  sah  dan  patut,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah  mengajukan  alat  bukti  tertulis  dan  alat  bukti  saksi  yang  penilaiannya

sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  surat  bukti  P.  (fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 November 2016 tercatat di Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Barat,  Kota Kendari sehingga bukti

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurnah dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan

merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti

lain dari Penggugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  gugatan  Penggugat

tersebut Penggugat telah menghadapkan 1 (satu) orang saksi dan mengangkat

sumpah suplitoir:

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah

sumpah sebagaimana terurai di atas sesuai dengan Pasal 175 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan

dengan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  serta  ketidakhadiran  Tergugat  di

persidangan,  Majelis  Hakim menemukan fakta-fakta  kejadian  lalu  disimpulkan

menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah,  menikah  pada

tanggal 16 November 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat  rukun dan harmonis

namun sejak bulan Januari 2019 sudah mulai tidak harmonis;
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3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

tersebut  adalah  Penggugat  dan  Tergugat  sering  cekcok,  Tergugat  sering

melakukan KDRT terhadap Penggugat,  sering  berkata  kasar  dan memaki

Penggugat,  tidak  menghargai  saksi  sebagai  orang  tua  Penggugat,  sering

mengucapkan  Talak  Cerai  kepada  Penggugat,  akhirnya  Tergugat  telah

meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 02 Januari tahun 2020;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 02

Januari  tahun  2020  sampai  sekarang  Tergugat yang  pergi  meninggalkan

Penggugat;

5. Bahwa  keluarga  Penggugat   sudah  menasihati  Penggugat  dan  Tergugat

namun  tidak  berhasil,  sehingga  sudah  tidak  ada  harapan  lagi  untuk  bisa

dipertahankan rumah tangganya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

keretakan  ikatan  batin  sebagai  suami  istri,  akibat  perselisihan  hingga  terjadi

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung  sejak tanggal  02 Januari  tahun

2020  sampai  sekarang,  dan  tidak  ada  harapan  untuk  kembali  rukun  karena

keduanya  sudah  tidak  saling  mempedulikan  bahkan  Penggugat  telah

berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga

seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu

membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal,  sesuai  maksud  Pasal  1

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  terwujudnya

keluarga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah,  sesuai  maksud  Pasal  3

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk

memberikan  kemaslahatan  bagi  suami  maupun  istri,  tetapi  dengan  melihat

kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sebagaimana  tersebut  di

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti  itu bukan saja

tidak  lagi  mendatangkan  kemaslahatan,  tapi  justru  hanya  akan  memberikan

penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun
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Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah

tangga tersebut;

Menimbang,  bahwa  apabila  suami  istri  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal

untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka,

maka  kondisi  demikian  dapat  disimpulkan  hati  mereka  sudah  pecah.

Yurisprudensi MA. Nomor 174 K/AG/1994, tanggal 28 April 1995; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi

norma  hukum  Islam  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Fukaha   dalam   Kitab

Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan

bahwa: 

طلقة          القاضى عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة عدم اشتد          وإذا

Artinya:  Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya,    maka 

Hakim diperkenankan menjatuhkan talaq si suami;  

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  mengetengahkan  dalil  syar'i

yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249  yang diambil alih

menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

الضرر               ثبت إذا بائنة طلقة القـاضى يطلقها وحينئذ التفريق القـاضى من تطلب أن لها يجـوز

بينهما    الصلح عن وعجز

Artinya :  Dan bagi  seorang istri  boleh mengajukan perceraian dari  suaminya

dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak

adanya kemudlaratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk

didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

telah diwarnai  perselisihan dan pertengkaran sudah  pecah (broken marriage)

dan sudah  tidak  ada harapan  akan  hidup rukun lagi  dalam membina rumah

tangganya,  dipandang  telah  memenuhi  unsur-unsur  terjadinya  perceraian

sebagaimana telah diatur  dalam Pasal  39 ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 1

Tahun  1974,  tentang  Perkawinan yang  telah  diubah dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  jo.  Pasal  116  huruf  f  Kompilasi  Hukum Islam,  oleh  karenanya  Majelis
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berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum poin 2 dapat dikabulkan

dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat  telah membangkang

terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan

tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat

yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan

gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan status Perkawinan dalam bukti P. antara

Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat

terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu

ba’in shughra sesuai  dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh dirujuk

oleh bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah

baru;

Menimbang,   bahwa  karena  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,

maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto

Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  Sughra  Tergugat  (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);  
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar  biaya perkara  sejumlah

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan  pada  hari  Senin  tanggal  11  Januari  2022 Masehi,  bertepatan

dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah,

M.H  sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan  Dra. Hj. Sawalang,

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis  tersebut

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh  Arwang, S.H.

sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat  tanpa  hadirnya

Tergugat;

    Ketua Majelis

      

ttd.

  Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H  

      Hakim  Anggota I                                                Hakim  Anggota II          

                             

     

   ttd.                                                                                 ttd.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.                                            Dra.Hj.Sawalang,M.H.    

Panitera Pengganti

ttd.

Arwang, S.H.
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Perincian Biaya Perkara   :

1. Biaya Pendaftaran                 : Rp       30.000,00

2. Biaya Proses                         : Rp       50.000,00

3. Biaya Panggilan                    : Rp     180.000,00

4. Biaya PNBP                          :Rp         30.000,00

5. Pemberitahuan isi Putusan  : Rp         90.000,00

6. Biaya Redaksi                      : Rp         10.000,00

7. Biaya Materai                           : Rp         10 .000,00  

   Jumlah                                   : Rp       400.000,00

                                          (empat ratus ribu rupiah)

                            

                                  Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
                                                        Panitera Pengadilan Agama Kendari

                                                              
     

   Hj. Suhartina, SH., MH. 
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